BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR %3 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN
KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6)
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentanf Sistem
Pendidikan Nasional bahwa pendidikan
diselenggarakan dengan memberdayakan semua
komponen masyarakat melalui peran serta dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan

b. pendidikan;
bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Seketariat Wakil Presiden Republik Indonesia, dan
Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor
2223/B/KS/2018, 05/TNP2K/01/2018, dan
420/1/BAPPEDA/2018 tentang Program Rintisan

st Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru Tahun 2018

c. perlu ditetapkan landasan hukum untuk pelaksanaan
Program Rintisan KIAT Guru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan
Akuntabilitas Guru Tahun Anggaran 2018.

Mengingat . 1,

Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang—Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran N .
Indonesia Nomor 1820y; n Negara Republik

3
&

2. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republlik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
R_epubhk Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor | 19
’Il;ahun‘ 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
eémerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ‘201“?



10.

i1

12.

13

14.

L5,

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6058);

Peaturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 23, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-
2001

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sntang Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017
Nomor 17).

MEMUTUSKAN ..,



MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK

TEKNIS  PISLAKSANAAN  PROGRAM  RINTISAN
KEBIJAKAN KHIRJA  DAN AKUNTABILITAS GURU
TAHUN ANGUGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3
4

10.
11.

12,

Kabupaten adalah Kabupaten Sintang,.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.

Bupati adalah Bupati Sintang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di hidang pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
masyarakat serta golongan kebudayaan untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Tim Nasional Percepatan Penaggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya
disebut TNP2K, adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan yang sisinan keanggotaannya telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, sebagai wadah koordinasi
lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk
melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang diketuai oleh
Wakil Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada
Presiden Republik Indonesia.
Aparat Pengawas. Intern Pemerintah APIP adalah instansi pemerintah
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan
internal di lingkungan pemerintahan pusat/ dan atau daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah s
' elaku
anggaran/pengguna barang. pengguna

Organisasi Perangkat Daerah
perangkat daerah pada

anggaran/pengguna barang.

Dinas adalah Dinas Pendidik
an dan Kebuy :
Kepala Dinas adalah ebudayaan Kabupaten Sintang,

Kepal i e
Kabupaten Sintang, pala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

yang .selanjutnya disingkat OPD adalah
pemerintah  daerah selak pengguna

13. Bendahara ...



13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

29,

23.

24.

25.

26.

Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BUD adalah
pecjabat vang bertugas melakukan pengelolaan keuangan daerah.
Kuasa Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagain tugas
BUD.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD vang selanjutnva disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat vang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran adalah penjabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menvimpan, membavarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Surat Permintaan Pembavaran vang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen vyang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.
Surat Perintah Membavar vang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen vang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah vang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah ppada bank vang ditetapkan.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen vang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalag Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang berindeks lebih kecil atau sama
dengan 0,.479 menurut Indeks Desa Membangun yang ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pebangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Masygralfa.t adalag kelompok atau komunitas yang saling berinteraksi
Z‘tlfu individu yang saling bergantung antara satu dan lainnya yang
geal di desa sangat terpencil yang menerima manfaat dari
penyelenggaran pelayanan.
5; ?agrtﬁ;n:n im:;isar; kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru, yang
Prioritas yPem:r(;n?;h Prc(l)flram sl Quru adaeh Program
dikaitkan dengan tingk imh pf:nyaluran turpangan khusus yang
yang meniadi sga sararrlxgprat ehadiran atau I'mahtas layanan bagi guru
ogram KIAT Guru di daerah khusus.

27. Tim Koordinasi ...



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Tim Koordinasi Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tim yang
melakukan koordinas pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja
dan Akuntabilitas Guru di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan Buapti.
Sekolah peserta adalah sekolah dasar yang terpilih sebagai peserta
Program Rintisan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibagi
menjadi sekolah Kelompok Kontrol dan sekolah Kelompok Pendekatan.
Guru Peserta adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Guru bukan
Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sekolah Peserta dan ditetapkan
sebagai peserta Program KIAT Guru melalui Keputusan Bupati.
Guru Peserta Penerima Tunjangan adalah guru peserta yang telah
ditetapkan sebagai penerima tunjangan khusus melalui Keputusan
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Penyedia Layanan adalah guru dan kepala sekolah yang ditugaskan di
Sekolah Peserta sebagai institusi penyelenggara layanan pendidikan
dasar.
Pengguna Layanan adalah masyarakat penerima manfaat pelayanan
Pendidikan dasar di Sekolah Peserta, antara lain tokoh agama/tokoh
masyarakat, perwakilan orang tua murid yang anaknya bersekolah di
Sekolah Peserta, murid yang bersekolah di Sekolah Peserta, dan
perwakilan masyarakat lainnya serta masyarakat adat terpencil.
Kesepakatan Layanan adalah janji layanan pengguna dan penyedia
layanan yang telag disepakati oeh kedua belah pihak untuk
meningkatkan layanan pendidikan dasar di Sekolah Peserta.
Penilaian Layanan Guru adalah penilaian tingkat kehadiran dan kualitas
layanan Guru Peserta berdasarakan daftar hadir guru dan hasil
pengawasan Elektronik serta kualitas layanan yyang dibuktikan dengan
nilai Formulir Layanna Guru oleh kelompok Pengguna Layanan.
Kader Desa adalah anggota masyarakat desa setempat yang secara suka
r‘ela bersedia memfasilitasi kegiatan Program Rintisan KIAT Guru di
tingkat c}esa dan dipilih sesuai kriteria dan tata-cara pemilihan yang
telah ditetapkan serta disahkan keberadaannya melalui Surat
Keputusan Kepala Desa.
feompok Pengguna Layanan yang selanjutnya disingkat KPL adalah
fr?;:;e;r;i; P(;nglg;lln? kfayanan yang beranggotakan berbagai unsur
ditetapkan r,nelglluli K0 ity raat dan pemerintah desa
eputusan Kepala Desa.
Formulir Layanan Gury

» selanjutnya

39. Pengawasan



39. Pengawasan Elektronik adalah kegiatan untuk merekan dam
merekapitulasi kehadiran guru dan kepala sekolah untuk kelompok
pendekatan 2 (dua) dengan menggunakan alat elektronik berupa kamera
telepon genggam.

40. KIAT Nilai adalah aplikasi yang dikembangkan secara khusus untuk
merekam, menghitung, menyimpan dan melaporkan hasil penilaian
kinerja dan akuntabilitas guru secara berjenjang dari tingkat sekolah,
kabupaten dan nasional.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah sebagai dasar pengaturan tata kelola
pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru Tahun Anggaran 20'18 dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan guru dan hasil belajar murid.

BAB 1II
TATA KELOLA PROGRAM RINTISAN KIAT GURU

Pasal 3

Tata Kelola Program Rintisan KIAT Guru meliputi:

Persiapan pelaksanaan Program KIAT Guru;

Pelaksanaan Kesepakatan Layanan dan Penilaian Layanan Guru;
Pembayaran tunjangan khusus bagi Guru Sekolah Peserta; dan
Evaluasi dampak dan rekomendasi.

poop

Bagian Kesatu
Perisapan Pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru
Pasal 4

Persiapan pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru yang sudah mulai

dilaksanakan sejak Tahun 2017 meliputi:

a. Pelaksanaan kajian pelayanan pendidikan sekolah dasar;

b. Pelaksanaan survey Sekolah Peserta dan masyarakat, dan penilaian
kemampuan dasar murid di semua Sekolah Peserta;

c. Pengelompokan Sekolah Peserta menjadi sekolah Kelompok Kontrol dab

Kelompok Pendekatan dengan 3 (tiga) macam Kelompok Pendekatan:

1. Kelompok penekatan 1 (satu), dimana masyarakat akan dilibatkan
dalm upaya peningkatan layanan pendidikan di Sekolah Peserta
selanjutnya disebut Komponen Pemberdayaan Masyarakat; ’

2. Kelompok pendekatan 2 (dua), dimana dilakukan Komponen
Pemberdayaan Masyarakat, dan pembayaran tunjangan khusus
berdasarkan kehadiran guru yang dibuktikan dengan pengawasan

) elektronik dan verifikasi oleh Kelompok Pengguna Layanan; dan

: I;elorbnpok pendekatan 3 (tiga), dimana dilakukan Komponen
emberdayaan Masyarakat, dan pembayaran tunjangan khusus

berdasarkan kualitas la )
yanan guru yan ilai
Pengguna Layanan. yang dinilai oleh kelompok

Pasal S ...



Pasal 5

(1) Sekolah dan Guru peserta Program KIAT Guru Tahun 2018 ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan sekolah dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Sekolah peserta yang telah menyelesaikan tahap awal pelaksanaan
Program Rintisan KIAT Guru Tahun 2017;

b. Mutasi masuk maupun mutase keluar terhadap guru dan kepala di
Sekolah Peserta tidak dapat dilakukan selama Program Rintisan ini
masih berjalan dengan berpedoman sesuai peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kesepakatan Layanan dan Penilaian Layanan Guru
Program KIAT Guru
Pasal 6

Pelaksanaan Layanan dan Penilaian Guru program Rintisan KIAT Guru
meliputi: ‘

Persiapan pelaksanaan layanan dan penilaian guru;
Pelaksanaan layanan,;

Pelaksanaan penilaian guru;

Pelaporan hasil penilaian layanan guru;

Verifikasi dan penetapan hasil penilaian layanan guru;
Pengajuan koreksi hasil penetapan penilaian layanan guru;
Pengendalian pelaksanaan Penilaian Layanan Guru.

e oo o

Pasal 7

(1) Persiapan pelaksanaan Layanan meliputi pertemuan Penyedia Layanan
dan Pengguan Layanan untuk membentuk Kesepakatan Layanan.
(2) Persiapan Pelaksanaan Penilaian Layanan Guru meliputi pembentukan

TKD, pemilihan kader desa dan KPL, dan penyusunan Kesepakatan
Layanan dan FLG.

(3) Pembentukan TKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Pembentukan Kader dan KPL ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

(1) Pengguna Layafnan melaksanakan janji layanan yang telah disepakati
- gengag Penyedia Layanan dan dapat diperbaharui.
enyedia Layanan melaksanakan ianii

Janji layanan guru d i

; bulan dan dapat diperbaharui. ¢ gurk delam FLG setiap

P .

(3) (zirl(li’iblzll:alll'{uan janji la}yanan guru sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat
an melalui pertemuan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9



Pasal 9

(1) Pelaksanaan Penilaian Layanan Guru dilakukan dalam rentang 1 (satu)
bulan sesuai dengan kalender akademik oleh KPL.

(2) Pelaksanaan penilaian layanan guru oleh KPL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melibatkan di antaranya komite sekolah, pengawas
sekolah, Pemerintah Desa, dan perwakilan orang tua murid.

(3) Pelaksanaan pertemuan penetapan Penilaian Layanan Guru dilakukan
dalam pertemuan rutin bulanan paling lambat tanggal 4 (empat) bulan
berikutnya.

(4) Pelaksanaan pertemuan rutin bulanan difasilitasi Kader Desa dengan
melibatkan KPL, sekolah, Pemerintah Desa serta dapat dihadiri pengawas
sekolah, komite sekolah dan perwakilan orang tua.

(5) Kepala Sekolah menyetujui hasil Penilaian Layanan Guru yang telah
disepakati dalam pertemuan rutin bulanan dan diketahui oleh KPL dan
Pemerintah Desa.

Pasal 10

(1) Kepala Sekolah mengirimkan hasil Penilaian Layanan Guru ke Dinas
Pendidikan baik dalam bentuk dokumen fisik mapun elektronik setiap
bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2) Dinas melakukan verifikasi administrasi hasil Penilaian Layanan Guru
setiap triwulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dengan
melibatkan pengawas sekolah.

(3) Kepala Dinas menetapkan hasil Penilaian Layanan Guru setiap triwulan
berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(4) Hasil Penilaian Layanan Guru PNSD dan bukan PNSD yang telah
ditetapkan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Guru dan tenaga

Kependidikan Kemendikbud paling lambat 1 (satu) hari setelah
ditetapkan.

Pasal 11

Penyedia layanan dan/atau KPL dapat mengajukan koreksi hasil Penilaian

Layanan Guru paling lambat satu bulan setelah kepala sekolah menyetujui
hasil Penilaian Guru.

Pasal 12

Pengendaliar} pelaksanaan Penilaian Layanan Guru dilakukan oleh TKD
dengan mehba.tkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan pengawas
eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengeani
Layanan Guru Program Rintisan KIAT
merupakan bagian tidak terpisahkan

Pelaksanaan Layanan dan Penilaian
Guru tercantum dalam lampiran I yang
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga ...



Bagian Ketiga
Pembayaran Tunjangan Khusus Guru Peserta
Pasal 14

Pembayaran Tunjangan Khusus Guru PNSD Sekolah Peserta meliputi:
a. Perhitungan besaran pembayaran tunjangan khusus;

b. Pengajuan pembayaran tunjangan khusus;

c. Pengendalian pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus;

d. Pengelolaan sisa dana pembayaran tunjangan khusus.

Pasal 15

Pembayaran Tunjangan Khusus guru bukan PNSD meliputi:

a. Perhitngan besaran pembayaran tunjangan khusus;

b. Menyampaikan hasil perhitungan besaran pembayaran tunjangan khusus
kepada Ditjen GTK.

Pasal 16

Dokumen SPM tunjangan khusus guru peserta Program KIAT Guru ke
Bendahara Umum Daerah merujuk kepada Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2018.

Pasal 17

Pembayaran Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Besaran pembayaran Tunjangan Khusus kepada guru PNSD peserta Program
Rintisan KIAT Guru perhitungannya dilakukan setiap bulan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Guru PNSD di sekolah kelompok pendekatan 1 (satu), setara 1 (satu) kali
gajli pokok pada golongan/jabatan fungsional yang sama per orang per

ulan;

b. Guru PNSD di sekolah kelompok pendekatan 2 (dua), dihitung
berdasarkan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan pada golongan/jabatan
fungsional dengan memperhitungkan tingkat kehadiran guru
bersangkutan per bulan;

c. Guru PNSD di sekolah kelompok pendekatan 3
berdasarkan 1 (satu) kali
fungsional dengan mem
bersangkutan per bulan,

€ (tiga), dihitung
gaji pokok per bulan pada golongan /jabatan
perhitungkan tingkat kualitas layanan guru

Pasal 19 ...



Pasal 19

(1) Pembavaran tunjangan khusus dilakuakan setiap triwulan ke rekening
guru PNSD peserta Program Rintisan KIAT Guru

{2} Pembavaran sebagaimana dimaksud pada avat (1), diakukan setelah
Repala Dinas menetapkan hasil penilaian tngkat kehadiran dan kuaiitas
lavanan guru

{3) Guru PNSD di sekolah kelompok pendekatan 2 (dua) vang kehadirannya
kurang dan 5%, maka Tumangan Khusus guru tersebut untuk bulan
berkenaan tidak dapat dibavarkan

(4) Pembavaran tunjangan khusus guru PNSD bulan Desember Tahun 2018
tidak dikaitkan dengan hasil Penilaian Lavanan Guru bulan berkenaan.

Pasal 20

(1) Tunjangan Khusus guru peserta Program Rintisan KIAT Guru untuk
bulan tertentu belum dapat dibavarkan jika setelah verifikasi triwulan
ditemukan:

a. Hasil Penilaian Lavanan Guru bersangkutan untuk bulan berkenaan
belum diternma oleh Dinas:

b. Kelengkapan dan/atau keabsahan administrasi guru bersangkutan
untuk bulan berkenaan masih perlu perbaikan.

(2) Pembavaran tunjangan khusus terkait dengan kondisi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan setelah hasil Penilaian Lavanan
juru dan/atau perbaikan adminmstrasi telah diterima Iinas Pendidikan.

(3) Hasil  Penilaian Lavanan Guru dan/atau perbaikan administrasi
sebagaimana dimaksud padaayat (2) diterima Dinas paling lambat 1 (satu)
bulan setelah venfikasi.

(4) Dalam hal terpjadi kurang dan/atau lebih bayar karena kesalahan
perhitungan, koreksi hasil penilaian, dana tau kondisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka pembayaran kurang dan/atau lebih dapat
diperhitungkan pada pembavaran triwulan berikutnva.

(5) Dalam hal terjadi kurang dan/atau lebih bayvar sebagaimana dimaksud
pada avat (4) terjadi untuk triwulan keempat, maka pembayaran kurang

dan/atau lebith dapat diperhitungkan pada triwulan pertama tahun
anggaran berikutnya.

Pasal 21

(1) Kepala Dinas menyusun laporan realisasi pembayaran tunjangan khusus
Program Rintisan KIAT Guru setiap triwulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua
TKD Program KIAT Guru dan tembusan kepada ketua tim pengarah.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu
bahan pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi proses

pembayaran tunjangan khusus guru PNSD peserta Program Rintisan KIAT
1uru. |

Pasal 22 ...



Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada sekolah peserta dan/atau
guru peserta yang dinilai dapat menjadi contoh dan melakukan praktik
baik dalam pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru.

(2) Bupati dalam memberikan sanksi kepada Sekolah Peserta dan/atau Guru
Peserta yang dinilai telah melakukan praktik kecurangan dana tau
pelanggaran pelaksanaan penilaian tingkat kehadiran dan kualitas
layanan guru.

(3) Pembayaran tunjangan khusus kepada Guru PNSD peserta Program
Rintisan KIAT Guru dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Tim Pelaksana TKD melakukan pemantauan setiap triwulan terhadap
pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus guru PNSD peserta Program
Rintisan KIAT Guru.

(2) Pembinaan dan pengawasan pembayaran tunjangan khusus dapat

dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 24

Sisa dana tunjangan khusus guru PNSD peserta Program Rintisan KIAT Guru
pada akhir tahun anggaran 2018 di rekening Umum Kas Daerah dikelola
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran tunjangan khusus bagi guru

PNSD diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Evaluasi Dampak dan Rekomendasi
Pasal 26

Pelaksanaan evaluasi dampak dan rekomendasi Program Rintisan KIAT Guru
untuk pelayanan pendidikan sekolah dasar meliputi:

a. Pengukuran akhir kemampuan peserta didik;
b. Analisis dan pelaporan pelaksanaan; dan
c. Rekomendasi kebijakan sebagai

e bahan pertimbangan penyu
kebijakan nasional dan daerah. & penytisunan

BAB 1V .



BAB IV
PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 27

(1) Anggaran untuk pembayaran Tunjangan Khusus Guru PNSD Peserta
Program Rintisan KIAT Guru merupakan alokasi anggaran Tunjangan
Khusus guru pegawai negeri sipil daerah pada APBD Kabupaten Sintang
tahun anggaran 2018.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anggaran Tunjangan
Khusus guru yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2019 yang
dialokasikan untuk Kabupaten Sintang melalui dana transfer daerah.

Pasal 28

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah dibebankan pada
APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018.

Pasal 29

(1) Pembiayaan kegiatan KPL dan Kader Desa dibebankan ke APBDes yang
berumber dari Dana Desa dana tau Tahun Anggaran 2018.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pencairan,
penggunaan, dan pelaporan dana kegiatan KPL dan Kader Desa diatur
dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati.

BABV
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN

Pasal 30

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan keseluruhan ruang lingkup Program
Rintisan KIAT Guru dilakukan sesuai dengan ketentuan pertauran
perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 31

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka:
a. Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru Tahun
2017; dan
Perat}lran Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Pembayaran Tunjangan Khusus Guru PNSD Peserta Program

IQQ(I)I;t;san Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Gury Tahun Anggaran

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan ...



(2) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada
tangga 1 Januari 2018. ‘

Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang__ ¢
Pada tanggal 7//7#%€ w6y
BUPATI SINTANA,

L WJAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang 8
Pada tanggal MARET 30
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

.,
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